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Pendahuluan

rsoalan-persoalan pertam

" bangan di Indonesia nam

g p_akny_a_ tidak bisa seperti
menarik rambur dalam tepung,
rambut tidak putus dan tepung-
pun tidak berserakan. Sebab per-
soalan-persoalan pertambangan
Indonesia yang dikaitkan dengan
ketimpangan sosial-ckonomi de-
ngan masyarakat sekitarnya, ke-
rusakan lingkungan akibat pe-
nambangan illegal, perdagangan
illegal nampaknya begitu njelimet
dan kompleks, melibatkan ba-

nyak aktor dan kepentingan yang berbe-
da-beda. Artikel ini mencoba melihat hu-
bungan dua akeor; penguasa dan pengu-
saha dalam sistem eksploitasi sumber daya
tambang  baik pada lalu dan masa kini.
Mengapa aktor-aktor negara di propinsi
tampaknya tidak memiliki sikap yang
konsisten dalam permasalahan-permasa-
lahan sosial-ckonomi dan lingkungan

! Paper ini adalah bagian yang disempurnakan dari

paper yang dipresentasikan dalam Seminar
Problematika Pertambangan Batubara di Kali-
manian Selaran yang diadakan oleh Walhi, 14
Mei 2008 di Banjarbaru, Kalimanran Selatan.
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tif. Jika dlkaltkan dengan kebljakan

negara memprotcks;. hngkungan

Arnkel ini akan mehhat hubungan an-

tara akror-akror negara dan para peng-

usaha dari perspekrif sejarah pertam-

bangan dan akibat yang ditimbulkan

oleh hubungan semacam itu terhadap

perkembangan sosial-ekonomi masya-

rakat di mana komoditi tambang itu
dihasilkan. Bagian selanjutnya, akan
melihat bagaimana hubungan pengua-
sa.dan pengusaha pada masa sekarang
dengan mengambil contoh beberapa
kasus yang terjadi dalam sistem eko-
nomi pertambangan.

Penguasa dan Pengusaha
Pertambangan dalam

Perspekaif Sejarah

Sejauh sumber-sumber sejarah yang
diperoleh dan studi-studi yang dila-

o ;:'daiam eksplc>1ta51 _batubasa Indonc—_'_ -
aerifuel 'di Indonesxa, dapat d1ketahu1?’rba' a _-
._-;'__'rnana hubungan Pengusaha';dan pe-;.--ﬁ

: kukan mengenal sej a:ah pertambangan;_; _. |

- nguasa : dalam sistem eksploitasi pe-
ji.-'_' nambangan dalam beberapa hal. Ka-
:f.: _sus pertama adalah dalam rnasalah pe

':;: rumusangdan pencxptaan undang un-

ngan: | dang pertambangan, tcrmasuk pem—ff{_"_
-idung 'oleh perusahaan perusahaan_-'

tambang, suaty. kebgak,an kontradik--

berian izin usaha pertambangan atat
konsesi' pertambangan Kasus kedua .

- ad_alah dalam masalah operasi atau’

éﬁks?lbitééi':pcnambangén. Jika diru-
nut-dari bagaimana proses. undang-
undang pertambangan dilahirkan, ada
semacam kontinuitas dari sifat kela-
hirannya. Salah satunya adalah dalam
rangka memenuhi kepentingan inves-
tor.'Hal ini terjadi bersamaan wakeu
dengan politik penguasaan pemerin-
tah kolonial Belanda aras sejumlah
dacrah-daerah di luar Jawa. Politik
penguasaan atas wilayah-wilayah ini
kemudian juga melahirkan gagasan
politik pintu terbuka yang sekaligus
memberikan peluang kepada pihak
swasta untuk mengelola sumberdaya
tambang yang kaya dan umumnya ter-
letak di luar pulau Jawa. Pada tahun
1848 muncul pemikiran liberalisasi
penambangan dan dua tahun kemu-
dian (1850) dibentuk sebuah komisi
khusus yang pada dasarnya memper-
timbangkan adanya peluang swasta
mengelola pertambangan. Yang diper-




- mh adilah bahwa umah di B:mgka akan‘_ :
o ..Iﬁblh baik Jzka sistem pengeiolaannya_-:_ |
L _"'idlbenkan kepada. plhak swasta (Ploeg; -

."Et :205).Usul ini gagal Lkarena padal_'
= '-'j_:'dasarnya pemermmh ma.'ﬂh Inginun-; .

ke mengelola timah di Bangka Wa-:

| ":'-Iaupun demikian, usul usul yang: dl-i_:-

~buat oleh komisi ini akhlmya men- .
jadi undang—undang pcrtambangan--
pertama (hez eerste mijnreglement) yang.
diterapkan oleh pemerintah: kolonial
Belanda di negara jajahan Indonesia,-

Perhatian pemerintah Belanda untuk
pengembangan sekror pertambangan
meningkat, khususnya setelah pulau
Jawa bisa ditundukkan. Selain tuju-
annya untuk meningkatkan sumber
pendapatan kolonial, juga ada fakror
kompetisi dengan negara-negara pen-
jajah dati Eropa sendiri yang berlom-
ba-lomba mencari sumber daya alam
di.negeri jajahan masing-masing. Ini
adalah abad komperisi bagi negara-
negara kolonialis yang menyerbu men-
cari berbagai deposit mineral dan
energl di negara jajahan masing-ma-
sing, Ingeris di India, dan Malaysia,
Perancis di Vietnam dan Belanda di
Indonesia dan Suriname. Unrtuk
mengisi birokrasi di sekior ini Be-
landa mendirikan kantor yang dise-
but de Dienst van Mijnwezen atau
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'Dmas Pertambangan yang kantor‘-'
__pusatnya berada di Bandung Uniuk:
‘mengisi orang-orang: yang kompctenf
di bidang pertambangan, maka Gu:-
bernur. Jenderal ‘Baud mengusuikani:_
'kepada Raja untuk mencetak anak:
anak'muda y yang sedang beia} ar éz_ A»:i"'
kademi Kera]aan Delft 'menjadi in- -
sinyur pertambangan Di bawah plm-’}-
pinan C.de Groot; pemerintah - Be-:
landa ‘mengirim mercka untuk ‘me

nyelesaikan studi menjadi insinyur
pertambangan di Inggris. De Groot

sendiri kemudian dikirim ke Hin--
dia-Belanda (Indonesia) untuk meng-
isi jabatan di Kantor Pertambangan,
bertugas melakukan riset-riset pertam-
bangan dan juga memberikan kon-

sesi pertambangan kepada pihak swas-
ta (Ploeg,tr: 205). '

Munculnya pemikiran liberal tahun -

1848 yang kemudian dibentuk sebu-

ah komisi khusus pada tahun 1850

yang mempertimbangkan bahwa pihak
swasta akan dapat mengelola timah
lebih baik di Bangka dari pada oleh
negara. Usul komisi ini gagal, karena
negara (sebut kolonial) masih tetap
ingin mengelola timah di Bangka.

Undang-undang yang dibuat berdasar-
kan usul komisi iru adalah cikal ba-
kar Undang-undang pertambangan
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pertama yang diterapkan Belanda di -
Indonesia. Dari sifat kelahiran Un-
dang-undang pertambangan pertama
ini juga sengaja diciprakan. dalam rang-
ka men;awab kepennngan para aris-.

an ch Hindia-Belanda. Sebagaimana d1~_ '
ketahui kemudlan, bahwa ternyata be-

berapa tambang batubara yang terda- -
pat di Kahmantan diusahakan oleh

orang-orang Cina, = 0

mtokrat clan mantan pejabat tlnggi AT

HmdlaaBelanda yang mgm menanam-

di Bchtung 2 Dalam Undang-undang
pertambangan. ini, ditetapkan bahwa.

baik-orang Belanda yang tinggal di
Belanda atau di Hindia-Belanda (In-

donesia) diberi izin untuk mengeks-

ploitasi sumberdaya tambang selama

40 tahun. lzin itu diberikan oleh Gu-

bernur Jenderal khusus untuk daerah-
daerah luar Jawa dan di bawah peme-
rintahan langsung kolonial (Ploeg, tt:
205). Sementara itu untuk daerah-
daerah yang masih dikuasai oleh raja-
raja setempat, maka ada kontrak po-
litik dengan mereka aras persetujuan
pemerintah Belanda. Pada tahun 1857,
peraturan itu diperluas dengan keten-
tuan bahwa orang-orang Timur Asing,
yakni masyarakat Arab, Cina dan Je-
pang sebagai warga kelas kedua sete-
lah orang-orang Eropa, juga diberi izin
untuk membuka usaha perrambang-

2 Lihat Erwiza Erman, Duich and Japanese
Policies in the Mining Sector; paper dipre-
sentasikan dalam workshop Japanese
Heritage yang diadakan oleh NIOD-
Amsterdam, Okrober 1995,

| Daerah 'Pul'aﬁ. jawa u.ntuk é.én.lentaf.af -
* tidak dibolehkan, karena pemermtah-_-' |
Belanda merasa khawatir akan terjadi

persaingan dan konflik antara peme-
rintah yang sedang melaksanakan pro-
gram eksploitasi komoditi pertanian
melalui sistern Tanam Paksa terhadap
penduduk Jawa dengan pihalc swasta:
Undang-undang pertambangan ini
mengalami perubahan dari tahun ke
tahun(1883, 1893 dan 1896, 1899
dan seterusnya). Perubahan-perubah-
an iru di satu pihak adalah sebagai
usaha pemerintah untuk mengantisi-
pasi konflik-konflik yang muncul dari
masalah tanah yang dikonsesikan, per-
gantian hak-hak penduduk aras tanah-
tanah mereka. Perubahan-perubahan
dalam peraturannya juga melipuii pe-
misahan antara tanah permukaan dan
ranah dalam perut bumi yang berisi
deposit tambang dan masalah bagai-
mana usaha-usaha investasi pihak
swasta menjadi aman dengan adanya

kepastian hukum.?

3 Setiap kali ada perubahan dalam Undang-
undang perrambangan baru setiap kali
terjadi perdebatan yang alut, lama dan
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_Yang kedua: darx sudut operaSI atau-
:eksplomas;. penambangan Dari tiga.
kasus: penambangan yang: chpelajan:' |
: '_-'!ternyata, yakni : tambang timah di:
- pulau Bangka yang: dikelola: oleh ne-.
" “gara dengan nama Banka Tin Win-
: '.nmg, penambangan tlmah swasta di
X pulau’ Behtung yang dleksploztasx oleh'_"
Billiton: Maatschappq, dzketahui hu-
bungan yang tidak setara antara- pe-.

nguasa dan. pengusaha tambang Baik
penguasa lokal maupun penguasa pu-
sat nampaknya lebih mengikuti- ke-
pentingan-kepentingan perusahaan
tambang, tidak kecuali apakah peru-
sahaan-perusahaan tambang negara
maupun perusahaan tambang swas-
ta. Dominasi perusahaan tambang
telah ‘menjadikan, misalnya pulau
kecil Belitung menjadi *company is-
land®, di mana permasalahan permes

akan Ieb1h Iama iagt Jika masuk daiam
‘Ordonansi Tambang (Mijn Om’omntze)
Kealutan itu terbukei misalnya ketika
Undang-undang pertambangan baru
pada tahun 1899 yang memberi kepas-
tian hukum mengenai eksploitasi sum-
berdaya alam (kasus minyak) untuk pe-
milik konsesi, baru pada tahun 1906 di-
turunkan menjadi Mijn Ordonantie yang
lebih rinci. Lihat Ploeg, w: 207.

Mary Somers, Heidhuis, “Company Is-
land™ A Note on the History of Belitung,
dalam [ndonesia no.51 (April), 1991, hal.
1-20.

rmtahan, ekonoml dan: demograﬁ_i'
‘berkaitan erat dengan perkembang— :
an: ekonoml “perusahaan tambang :
Sistem pemenntahan di pulau Beli-
tung bisa diatur sedemikian rupa- oleh;'_ _
‘pengatur ‘informal’; yakm sebuah
Asisten Kares;denan yang bertang-
" gungjawab. 1angsung ke Direktur De-
partemen Dalam Negeri dan Guber-
nur Jenderal‘di Batavia. Inilah satu-.
satunya daerah yang berstatus Asis-
ten Karesidenan di Indonesia yang'
bertanggungjawab langsung ke pusat, -

tanpa-harus melaluj Residen. Dalam
kaitan masalah pemerintahan ini juga,

pemekaran arau penggabungan peme-

rintahan selaly berhubungan dengan
kondisi ‘ekonomi perusahaan dan
komoditi tambang. Setelah Indone-
sia merdeka, penggabungan Bangka
ke propinsi Sumatera Selatan dan

kemudian diikuti dengan sikap kon-!

frontatif mereka untuk lepas dari
Palembang dan ingin membentuk
propinsi sendiri (1956, 1970an dan
1980an, 1990an) tidak pernah lepas

dari isu pembagian keunrungan dari

timah yang dihasilkan dari pulau itu. -

Kedua, bukti dominannya pengaruh
perusahaan bisa dilihat dari lama ti-
daknya seorang pejabat daerah yang
berdinas, misalnya di pulau Belitung
berbanding lurus dengan sikap ako-
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i .modauf atau’ lmn?rontamf mcreka_-_-_
' :_'dengan kemgman dan kepmtingan_ﬁj
:--':'_pcrusahaan Pe;abat—pe}abat yang |
o mempcrhhatkan 31%3.9 konfrontatif;
 kritsdan mcmgikan pﬂmsahaan Pada'f-'.“

Eama Lmtuk men;adl Asisten: Resxden';f.'
"..'..di pulau Behtung Mereka ‘akan se- -
- gera dlmutaszkan ke daerahlain; dan

“ini banyak terjadi dalam kasus peja-
bat kol_qr_nal_f_;l_l pulau_Beh;ung, di

mana’ Asisten ‘Residen: sering hanya*
menjabat ‘setahun atau 1ebik, lalu.

dxplndahkan ke tempat Iain

Hubungan-hubungan yang tidak se-
imbang antara: pejabar lokal ini juga
ditemukan di perusahaan negara (ko-
lonial), Banka Tir Winning di Bang-
ka, perusahaan batubara negara Om-
bilin (Het Ombilin Steenkolenmijnen)
di Sumatera Barat.5 Di Bangka, ma-
najemen pemerintahan digabung de-
ngan. manajemen perusahaan yang
dikelola dari Mentok mulai dari ta-
hun 1850 sampai 1912. Penggabung-
an ini memperlihatkan betapa sek-

5 Lihat Erwiza Erman, Kesenjangan Burub
dan Majikan: Tavke, Koelie dan Penguasa
di Industri Timah Belitung, 1852-1940.
Jakarta: Sinar Harapan, 1995, Bab II.

Lihat Erwiza Erman, Kesenjangan Burub
dan Majikan..., 1995.

tor pcrsambangan jauh lebih penung-. o
daripada; kepentingan mengurus yang .
.Eam Pernisahan untuk mengelola sen-
diri sektor pcrtambapgan dan memi-
0 sahkanﬁya dari persoalan- persoalanzﬂ'
- dasarnya tidak akan dapat berharap'?f:”-:'pemeﬁntahan pada tahun 1912/ 1913
| -~ berkaitan: erat deno'an scmangat de—'_-:"'_-:_
scntralxsasz yang dlperkenaikan Belan-
da pada awal abad ini (1903). Kepa—_':_'___
la: Tambang yang's ‘semula merangkap’
jabatan rangkap scbagal Kepala Tam-
bang dan sekaligus Residen Bangka
sejak’ dari pemerintahan Inggris di
Bangka, -Idni--ha:iﬁyé'_diberi tugas khu-
' sus mengelola tambang-tambang ti-

mah secara efisien. Jabatan rangkap
itu sebenarnya telah membawa ke-

tampanan pada perkembangan sosi-
al-ekonomi pulau Bangka. Pemba-

ngunan berbagai infrastruktur semua

untuk menunjang kelancaran ek-

ploitasi tambang memang telah dila-

kukan, sementara perekonomian pen-'

duduk lokal sebagaimana dirasakan
oleh seorang Residen Bangka yang
sosialis, Engelberg masih sangat ke-
tinggalan.” Engelberg menyadari be-

7 Lihat Erwiza Erman, Melacak Sistem Pe-
merintahan di Bangka, Bangka Pos,23, 24
Februari, 2006.




tui ‘bahwa . keuntungan—kcuntungan__'-
- yang diperoleh perusahaan tambang.
- timah telah dibawa ke Batavia, dan -
' '__':-amat Sf!diklt perhaman dlcurahkan__
untuk memperbaikl konchsi ekono--

terima ;abatannya, nampak betapa

Engelberg menyadari bagaimana ma--

salah pertanian penduduk Bangka,
masalah pendidikan dan infrascruk-
tur ian_nya yang menunjang perkem-
bangan ekonomi penduduk pula itu

masih terkebelakang, .

Kondisi yang sama juga dijumpai
dalam kasus tambang batubara Om-
bilin-Sawahlunto periode kolonial
Belanda. Selain lemahnya peranan
penguasa, di antara penguasapun
muncul sikap yang heterogen dalam
penanganan masalah pertambangan,
baik antara sesama pemerintah pusat
maupun antara pemerintah daerah
(Residen) dengan pemerintah lokal
(Asisten Residen). Masalah sistem
perbudakan yang berlangsung di tam-
bang batubara Ombilin nampak
membawa diskusi yang pro dan kon-

}tj}_x_NAL_ csxc_z - V. :IVJ_}ULI}AGQSTUS' .zbbs_ - _Ncs'_;;::;i;

_ tra di kalangan aktor di instansi: ne-
gara baik di pusar: (antara Dlrektur"

Inspek51 Perburuhan- dengan Direk- _‘

tur Perusahaan Negara) dan’ daerah
_'Resuien& Sumatera Barat. Persoalan_ _
) "_'_"'rm penduduk oleh | para- pendahuiuu ]
B -nya Daia.tn laporan serah tenma javf

pro.dan kom:ra bukaniah sekedar?-

perbedaan pendapat aka_n tetapl se
] - benarnya adalah soal: sxapa yang di--
'_.galmana para pendahuiunya Iebih:..
memperhatxkan urusan stimah - dari--
pada urusan: pemermtahan dan rak-.
yat: Bangka ‘Dalam memori serah

untungkan dan smpa yang dlrugxi{an :

Beberapa contoh dl atas seadak—w:
daknya membuktikan hubungan yang
tak setara antara penguasa dan peru- .
sahaan tambang negara atau perusa-
haan swasta. Masih perlu studi-studi
sejarah semacam ini dilakukan un-
tuk daerah-daerah perrambangan lain
pada periode yang sama, sehingga
akan terlihat perbedaan dan persama-
annya dan efek-efek yang ditimbul-
kan akibat hubungan yang tidak se-
imbang antara penguasa dan pengu-
saha. Nampaknya masih perlu dila--
kukan studi-studi sejarah mengenai
perkembangan hubungan pengusaha
dan penguasa, modus operandi dari -
hubungan tersebut dan sejauhmana
motif-motif politik dibalik hubung-
an penguasa dan pengusaha (akomo-
datif dan konfrontatif) dalam sekror
pertambangan. Masih banyak perta-
Nyaan-pertanyaan yang tersisa yang
belum terjawab dalam kairan dengan
pemetaan hubungan penguasa dan
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' pengusaha dalam pengelolaan blsnls_-

pertambangaﬂ, motif-motif tersem-,
dxbalxk hubungan tersebut serta_:_
n * rian perusahaan: Frecport di Papua

_ "_bunyi

_'daerah ya.ng kaya ya_ng menghasﬁkan :
R "berbagau komoditi pertambangan ¢ dan
“kurangnya pcrhauan kepala-kepala
dacrah_ terhadap kondisi masyarakat.

di. sekirar wilayah itn pada masa
kolonial nampak. telah menjadi: wa-
risan pada masih ditemukan pada
masa sekarang. Pada masa lalu, kri-
tik-kritik itu berasal dari kalangan
pendukung Politik Etis sebagaimana
yang terjadi dalam kasus penambang-
an timah di Bangka-Belitung.

Mengemukanya kepentingan perusa-
haan dan lemahnya kekuasaan para
pejabat pemerintahan telah berlanjut
sampai Indonesia merdeka bahkan
sampai masa Orde Baru. Rezim pe-
merintahan Orde Baru telah meng-
kopi pemerintahan kolonial Belanda
dalam sistern pemnerintahan yang sen-
tralistis. Dalam sistem pemerintah-
an yang sentralisiis, para Kepala da-
erah begitu lemah dan menjadi per-
panjangan tangan pusat, dan bahkan
sistem pemerintahan tersendiri seperti
kasus pulau Belitung bisa diciptakan
berbeda dari yang lain dalam rangka
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.mcmuluskan usaha pertambangan t1~.:'

mah swasta. Dlhhat dari masalah-.

| perundangan—undangan, kasus: pendl--

- memperlihatkan betapa pemerintah
'- ":pusat menyediakan aturan-aturan yancv?f’
_ menyokong usaha penambangan per- .
‘usahaan Freeport dan’ men]adlkan_
kehadiran perusahaa_n itu sebagai Na-

tional: Pride oleh Soeharto, diberi. -
proteksi dan jauh dari- pemikirai;
pembangunan komuniras setempat.
Adalah ironis, bahwa kemajuan fisik
yang dibawa perusahaan berbanding
lurus dengan ketertinggalan sosial-
ekonomi penduduk setempat. Di
Sumatera, Riau yang kaya minyak
menjadi propinsi yang tertinggal, di
samping propinsi Bengkulu yang kaya
emas, dan batubara serta sumberda-
ya alam yang lain.

Hubungan Pengunasa dan
Pengusaha Masa Kini:
Kasus Propinsi Kalimantan
Selatan.

Wilayah Kalimantan adalah wilayah
yang sejak zaman kolonial yang di-
sediakan untuk para investor yang
mengeksploitasi berbagai komoditi
pertambangan. Wilayah ini kaya de-

ngan berbagai sumberdaya tambang,
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: _':sépeftl emas; intan,’ batubara, ‘ma-,
- ngan, bijih besi dan lain-lain yang
sebagzan sudah dieksplomasx sejak lama. .

o 'oleh perusahaan swasta.

""'__';Batuba:a merupakan saiah satu. po—lg_
tensi. sumberdaya tambang yang men--
o janjikan yang telah-dicksploitasi se-

jak dekade keempat abad ke-19:dan

kemudian menyusul perusahaan-per--

usahaan swasta yang lain. Pada za-

man . Orde. Baru, khususnya sejak.

tahun 1980an, wilayah ‘Kalimantan
Selatan dan Timur terbuka lebar
untuk investor asing dan .domestik
melalui perjanjian Kontrak Karya
yang. telah berlangsung bergenerasi.
Potensi sumber daya alam, berupa
tarnbang batubara, yang terdapat di
Kalimantan Selatan cukup besar de-
ngan kualitas yang baik, membentang
di seluruh kabupaten (Banjar, Tanah
Laut, Kotabaru, Tanah Bumbu, HST,
HSU, HSS; Tapin, dan Tabalong,
Pengelolaan sumberdaya tambang ini
tidak hanya oleh perusahaan-perusa-
haan besar, juga oleh KUD, dan se-
jak Era Reformasi oleh Penambang
Tanpa Izin (Peti). Ada sekirar 15
perusahaan besar dengan kontrak
generasi pertama sampai generasi ke
tiga, 54 perusahaan kecil dan 16
perusahaan yang bethubungan dengan
pertambangan (penyewaan alat berat,

transportasx ‘manajemen sumberdw}_}:
ya manusia dan keuangan 8 Disam--
ping iru Juga tercatat perrambangan:
o illegal yang disebur- Pcnambangan_--
il Tanpa Izin (Peu) sebanyak 197 per-
_usahaan pada tahun 1997 dan pada
tahun 2000. memngkat tajam men—ff
jadi 445 perusahaan; Pada tahun 2004
jumlahnya naik «drastis menjadi ‘842 -
perusahaan. Menurut informasi yang -
diperoleh bahwa Peti'ini kemudian’

dilegalkan oleh pemerintah.?

Perkembangan drastis perasahaan per: -
tambangan batubara ini telah ber-
implikasi pada peningkaran produk-
si dan perdagangan batubara, Pada:

tahun 1990 perdagangan batubaranya
baru 387 juta ton, tahu 1995 me-

ningkar menjadi 469 juta ton, dan”
lebih dari 2.000 juta ton pada tahun-

2005. Kondisi telah menandakan

betapa agresif dan rakusnya eksploi-

8 Udiansyah dan Luthfi E Arsyad, “Dam-
pak Pertambangan Barubara pada Eko-
nomi Propinsi Kalimantan Selatan®,
2008:1. Paper dipresentasikan dalam
seminar schari mengenai Problemariba
Pertambangan Batubara di Kalimantan
Selatan yang diadakan oleh Walhi, 14
Mei 2008 di Banjarbaru, Kalimantan Se-
latan

?. Udiansyah dan Luthi E Arsyad, “Dam-
pak...”.
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o .:.taSI sumberdaya batubara penocie 10_'-'
T -__tahun (1995 2{}05) ch Indomasm Adaé;'_'
o berbagai negara pengimpor batubara_'j I

Kalimantan Selatan, dan’ pada tahun

o :'_pasar kurang dan 10% 10

sumberdaya batubara ini telah me-

nimbulkan berbagai persoalan yang

sangat ‘kompleks; seperti tumpang’
tindihnyalahan garapan antara peru-

sahaan besar dengan Peti, masalah izin

penambangan (illegal), masalah peng-

gunaan jalan umum unruk angkutan
barubara, penambangan di hutan lin-
dung, konservasi dan seterusnya. Ke-
agresifan penambangan batubara oleh
Peti dan masalah pengangkurannya,
telah membawa dampak yang tak
diinginkan, antara banyaknya kema-
tian dan kecelakaan manusia, polusi
dan masalah sosial lainnya yang nam-
paknya belum mampu dipecahkan
oleh pemerintah daerah sampai se-
karang. Keagresifan dan kerakusan
eksploitasi sumberdaya batubara ini

10 Iskandar Zulkarnain dkk, Konflik di da-
erah Pertambangan: Menuju Penyusunan
Konsep Solusi Awal dengan Kasus Pertam-

bangan Emas dan Baruibara. Jakarca:
LIPI, 2004:205.

_-._"290: yang terbesar adalah negaraj”-
~Jepang 299%) dan kemudmn baru anini namPak belum sclésailcan sam-

o ﬁegaﬁé—nega:a-lamnya dcngan pangsai-

.hmantan Seiatan

_teiah membawa kanﬂzk dan perse;%ong—__' o
kolan yng dzgmemlmr balk di: da—_:_': :
lam dan antara penguasa. di pusar,
I pmpmm dan kabupaten dan antara’
penguasa dan pengusaha Pcrmasalah—lg :

pai. kini, karena menyangkut berba-

Sogai kcpentmgan dari para’ aktor—wak{;-z“;'

_ e et U ;ﬁ__-_._tor, penguasa dan. pcngusaha di Ka
: Keagrcslfan dan kcrakusan ekspimtasr : o

L

Mﬁncui pertanyaan, mengapa institusi
negara dan ‘aktor-akror negara tidak
mampu ‘menghentikan atau-setidak-
tidaknya mengerem sifat keagresidan
dan kerakusan eksploitasi sumberda-
ya batubara yang telah berimplikasi

negatif terhadap lingkungan dan ma-

salah sosial lainnya? Apakah para pe-

nguasa begitu lemah peranannya da-

lam hubungan dengan pengusaha se-
perti ditunjukkan oleh bukrti-bukti

emperis dalam sejarah pertambangan -

timah dan batubara di temparlain atau
adakah semacam politik balas budi
yang diberikan penguasa kepada peng-
usaha batubara?

Dalam studi tentang bisnis dan poli-
tik ada kecendrungan bahwa sampai
tahun 1970an, ada semacam pemisah-

1T Iskandar Zulkarnain dkk, “Konflik...",
hal. 78.
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: _'cn untuk menganahsa ungkah laku

o penguasa. dan pengusaha dalam studi-
studi akademxs Sebab ruang. bismsf_
Cdanr ruang. pohnk adalah dua hal yang
- terplsah saru-sama: lain. Walaupun
~ demikian, setelah tahun 1980an, pe-

. migahan itw tampaknya dipertanyakan_-
*dan bahkan srudi- studi ekonomi por
itk memperhhatkan adanya saling

ketervamungan dan sulit-diceraikan.
Penguasa atau para birokrar memiliki
otoritas formal; akan tetapi miskin
da_ri::pe:nggajian, karena negara dalam
kenyataannya tidak mampu memba-
yarnya, dan bahkan biaya-biaya ope-
rasional lembaga formal pun jauh dari
mencukupi. Sebaliknya, pebisnis me-
miliki uang yang betlimpah, akan te-
tapi tidak punya kuasa untuk masa-
lah peraturan untuk memuluskan bis-
nisnya, Dalam kasus Thailand, power
and money bagai saudara kembar.
Money amat diperlukan penguasa da-
lam memuluskan jalan untuk mem-
beli suara, memobilisasi massa untuk
menang dalam pemilthan memegang
tampuk kekuasaan.12

Untuk itulah penguasa memerlukan
‘perkoncoan’ dengan para pengusaha.

12 Ruth McVey, Money and Power in Pro-
vincial Thailand. Singapore: ISEAS,
2000.

Sebahknya pengusaha juga memerlu—j =
kan otoritas; legalitas; proteksi ‘dan
jaminan untuk: memuluskan usaha-_-;
“nya, Studl-stuch mengenai hubungan
'penguasa dan pengusaha di- ringkat.
pusat masa Orde Baru telah banyaké_'-”
dzhas;lkan, akan terapi studi- studi-
X 'lokal semacam ini setelah era otong-
~mi daerah masih sangat terbaras,
kecuali dilakukan oleh Syarif deayar:; '
(2007).13 Sementara studi awal yang:
menukikkan pandangan melihat hu--
bungan penguasa dan pengusaha da-.

fam sekcor pertambangan di tingkar
propinsi di era otonomi daerah dite-

mukan dalam studi Erwiza Erman, 14

13 Syarif Hidayat, ‘Shadow Stace’s: Business'

and politics in the province of Banten”
Henk Schulte Nordholt dan Gerry van

Klinken Renegotzzmng Boundaries; Local.

Politics in Indonesia., Leiden: KITLY,
2007. Di bawah koordipator Syarif
Hidayat, P2E-LIPI mulai melakukan stu-
di dengan tema yang sama di propinsi
Jambi, Kalimantan Selatan dan Benglku-

lu pada tahun 2006, dan Sumatera Ba-

rat dan Kep. Riau pada tahun 2007. Un-
tuk ini lihat Syarif Hidayat, Syahrif
Hidayat, Bisnis dan Politik di tinghat lo-
kal; Pengusaha, Penguasa dan Penyeleng-
garaan Pemerintaban Daerab Pasca

Pilkada, Jakarva: P2E-LIPL, 2006.

Erwiza Erman, “Deregulation of Tin and
the Making of local Shadow State: Case
study of Bangka”, dalam Henk Schulre

Nordholt dan Gerry van Klinken Rere-
gotiating Boundaries; Local Politics in

14
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o Dalam kasus Kallmantan Selatan, hu- o
nang ¢ dalam Pﬂkada Gubemur tahun-___

2005 kemudian cendrung membiara e

'- bungan simbiosis murialistis; penguasa
. dan pcngusaha akan dlsorou melalui :
-'_kannya, mesklpun berbagai protes:” g

. peranan aktor utama ch pr0p1n31 yang

'nya Ped dzin mulal njelzmetnya per—'..
— -_soalan pertambangan batubara dipro-

- pinsi‘ini. sejak’ tahun 1990an Masa«
lah angkui:an batubara yang dlproduk-

si Peti dan KUD telah merusak fasili-.

tas: 5alan umuim, membawa korban
kecelakaan dan. kematian serta.mem-
bawa penyakit (saluran pernafasan),

telah disikapi dengan kebijakan Gu-
bernur yang tidak konsisten. Ada la-

rangan pengangkutan batubara pada

Januari 2000, akan tetapi kemudian
dicabut dengan keluarnya kebijakan
baru pada bulan Maret 2000 oleh

Gubernur yang menggantikannya

Indonesia Leiden: KITLY, 2007; Erwiza
Erman, “Illegal Mining in West Sumatra,
Indonesia: Actors and Access in the Post-
Suharto Era”, Discussion Paper, GSID,
Nagoya University, February, 2004;
Erwiza Erman, “Penguasa dan Pengusa-
ha dalam penyelenggaraan pemerintah
daerah pasca pilkada: Kasus Propinsi
Bengkulu”, dalam Syahrif Hidayat, Bis-
nis dan Politik di tingkat lokal; Pengusa-
ha, Penguasa dan Penyelenggaraan Peme-
rintahan Daerah Pasca Pilkada, Jakara:
P2E-LIPI, 2006: 235-261.

= 173 G

(Pengganu Aktor Utama) yang mc~_ __;:_ _'

- telah, bermunculan. Menurutinforma-
":":_'.;'51 ¥ ":g::_dlperoleh tgrakhlr bahwa su--

- dah'ada aturan melarang pengangkut—_f,ﬁ
an batubara, akan tetapi baru diber-
_ }.akukan pada tahun 2009, men]elang e

akan berakhlmya kekuasaannya

Ada banyak alasan mcngapa polmk
pembiaran ini terjadi. Antara lain
adalah karena penguasa mengharap-
kan Pendapatan Asli Daerah yang
selama ini hanya ‘sedikit ‘menetes ke
daerahnya ‘selama Orde Baru. Era
otonomi daerah telah memberi ke-
sempatan kepada daerah untuk me-
ningkatkan pendapatan asli daerah
dengan memungut royalti, distribu-
st dan sumbangan lainnya dari izin
usaha pertambangan yang dikeluar-
kannya. Kedua, politik pembiaran
aktor utama (penguasa) juga disebab-
kan kemungkinan adanya semacam
“politik balas budi” kepada para peng-
usaha yang telah ‘mengantarkannya’
memenangkan suara dalam pemilih-
an jabatan tersebut.!> Dari wawan-

15 Wawancara dengan AR, Juni 2001; Wa-
wancara dengan G, akeivis Pemberdaya-
an Masyarakat Kalsel, 29 Mei 2006.




o _cara dengan pa_ta pengusaha, tokoh

. agama dan. masyarakat pada : bulan'
- Mei 2006 temyata bahwa pengusa.ha'_
e :-sendm }elas mengakuz Pengaruh me-
- reka terhadap penguasa, dan. bahkan"'
o ':'fteiah ikur mengendahkan kebljaksa~ .
- naan pe menntah daerah dengan men-. .

o Z"":"-'contohkan poimk pemblaran truk
_ ;angkutan barubara melintasi Jalan-;-
jalan kota.18 Contoh lain j juga dite-

mukan dari tidak pernah tuntasnya
penemban ‘penambangan tanpa izin
dan ckonomi illegal yang terus ber-
l;mgsung dalam berbag31 bentuk.

Contoh ch atas, mengmchkas;kan ada—
nya pengatur-pengatur informal atau
pengatur-pengatur bayangan dalam
bisnis perbatubaraan di Kalimantan
Selatan, Pengatur-pengatur bayangan
ini-bukan tidak mungkin terjadi pula
di tingkat kabupaten yang dapat
diindikasikan dari maraknya pembe-
rian. kuasa pertambangan oleh para
Bupati kepada para pengusaha. Para
pengatur bayangan ini nampaknya
tidak bekerja sendiri, akan tetapi
dibantu oleh aktor-aktor formal (pe-
nguasa), politisi, tokoh masyarakar,
militer/polisi dan para preman yang

16 Wawancara dengan para pengusaha, to-
koh agama dan tokoh masyarakar, bulan
Mat 2006 dii Banjarmasin.

‘ambil’ sumberdaya tambang untuk:-__:
_-kepentmgan ‘pasar:internasional dan -
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'_ merupakan ahansx yang membemuk -
- negara bayangan lokal y yang lebih kuat
dan kokoh .daripada negara. formal

dan jauh lebih agresif dan rakus meng-.z

untuk kepentmgan pnbadi/ kelompokf

'3::jangka pendek Apakah: Kalimantan
_ Selatan akan meniru Bangka~Behtung: :

yang telah rusak parah Imgkungan-;'
nya? Apakah propinsi ini akan men-
jadi negara Orde Baru yang kriminal
distingkar lokal dan menjauhkan ke-
wajiban-kewajiban akor-aktor negara
dari.usaha memproteksi kehidupan.
rakyat yang berkelanjutan untuk ge--
nerasi kini dan generasi mendarang?
Inilah pertanyaan tersisa yang men-.
jadi agenda pemikiran sekarang ini.

Penutup

Hubungan penguasa dan pengusaha
yang merupakan hubungan simbiotis
mutualistis yang saling menguntung-
kan dalam sckeor ekonomi pertam-
bangan bukanlah hal baru, tetapi su-
dah lama terjadi dalam sejarah per-
tambangan Indonesia dalam perubahan
rejim yang satu ke rejim pemerintah-
an yang lain. Hubungan itu nampak-
nya tidak seimbang, lebih didomina-
si oleh “siapa pemegang uang” (peng-
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'--usaha) yang tida.k _s_aja dapat menga—_fr

-"":'al;ansmya Dan ini. pada gihrannya'-_'

E f_:'terjach dalam se;arah’ ckonomz poh?_w_' koh darxpada negara formal. -Akankah
BEEN tik pe:tambangan Indonesm 3 i negara ‘bayangan lokal.: Kalsel ini te—"_';';'_'
N " rus berlangsung dan:_pa:%_Pe_n_gua__s_a._f:'_;_

Kasus cksploitasi sumberdaya batu- formal semakin jauh dari kewajiban_

bara di propinsi Kalimantan Selatan mereka memproteksi kepentingan
juga memperlihatkan kontinuitas rakyat? Hal itu tergantung pada ak-
sejarah pola hubungan penguasa dan - tor-aktor formal yang sedang meme-

pengusaha. Kebijakan-kebijakan pe- rintzh. U

'Q'i-nguasayang_;__lebxh dlpcngamhl dan:-:..:' -

a-  atur bayangan ;Q‘bersama seperangkat* '






